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Menimbang :

Mengingat :

L.

BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 5 # TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KEBERATAN
DAN BANDING PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Pelaksanaan Keberatan dan Banding Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 42

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang—Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6573);

Undang»Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

)
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Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonsia Nomor 5950);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri)
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun
2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 1 Tahun 2012, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah
diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabpaten Pemalang Tahun 2021 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 1) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten  Pemalang (Lembaran  Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

|
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(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 14);

9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

2016 Nomor 795).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN KEBERATAN DAN BANDING

PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Pemalang.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pemalang.

Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kabupaten Pemalang yang
diberi kewenangan pemungutan pajak daerah termasuk dalam hal
memberikan keringanan pajak.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima
atas imbalan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek, subjek dan wajib pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT adalah Surat Keputusan
Kepala BAPENDA mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam
1 (satu) tahun pejak

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif,

}

dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
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18.

19.

20

21.

22,

23.

24.

(1)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh wajib pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN TINDAK LANJUTNYA
Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:

a. SPPT;

SKPD;

SKPDKB;

SKPDKBT;

e. BKPDLB;

SKPDN; dan

a0

=
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g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada

Bupati Pemalang cq. Kepala BAPENDA.

Keberatan disampaikan dengan mengajukan surat keberatan dalam

bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Format surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dicatat dalam tanda terima atau dokumen lainnya.

Pengajuan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau

Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling

sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) tidak dianggap sebagai

Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 3

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas

jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh

sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan

Keberatan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Kepala BAPENDA menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan

memproses Surat Keputusan Keberatan.

Dalam proses penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala BAPENDA dapat melakukan Pemeriksaan.

Surat Keputusan Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan:

a. Keputusan Bupati, untuk pengajuan keberatan atas ketetapan
pajak diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
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b. Keputusan Kepala BAPENDA, untuk pengajuan keberatan atas
ketetapan pajak sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus
Juta Rupiah)

Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

ditetapkan paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal surat

keberatan diterima.

Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut
Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang
menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib
Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal
Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari
Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

Apabila jangka waktu penetapan Surat Keputusan Keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui, keberatan

yang diajukan wajib pajek dianggap diterima seluruhnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN BANDING

Pasal 5

Wajib Pajak dapat mengajukan banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala BAPENDA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
kepada Pengadilan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan

diterima dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
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Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 6

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empeat) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding
dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati

Pemalang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Berita Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2012), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

<—*\-@\j =

QRI SUBYAKTO, SH, MSi
~Pembind Tingkat I
8 199203 1 006
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR &% TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEBERATAN DAN
BANDING PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

Kepada Yth :

Bupati Pemalang
u.p. Kepala Bapenda
Kab. Pemalang

di_
PEMALANG
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Keberatan atas SPPT/SKPD/SKPDLB *)

PBB Tahun...........

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . o e

Alamat @
Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *), atas objek pajak
yang terletak di : Jl....coocviiviiiiiiiniiin RT ... RW .....
Kel/Desa .....coovvvvveniinininnnnn, <= S ——

Nomor Objek Pajak (NOP) : . .cocoiiiiiiiiiiiiiieeeeea
SPPT Tehun : ... PBB terutang Rp. ..o

Tanggal SPPT/SKPD/SKPDLB diterima ..........................
Dengan ini mengajukan keberatan SPPT/ SKPD/SKPDLB

tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB tahun ........

adalah sebagai berikut :



jdih.pemalangkab.go.id

1. NJOPBumi : ... m?xRp............ [H1? = R iissscanssasssicsnnsas
2. NJOP Bangunan : .... m* X Rp. ......... /mZ2=Rp. ...coeveninnn. +
3. NJOP :(1+2) BE: oosesesnusians
4. NJOPTKP : =Rp. e -
5. NJOP untuk perhitungan PBB (3-4) =Rp. ceiiiieeene,
6. PPB yang terutang : (0.1% atau 0.2%*) x (5) =Rp. .....c.........

Bersama ini dilampirkan pula :
1. Asli SPPT/SKP PBB Talbitin ...ssx.csmsinss
2. Fotokopi sertifikat atas tanah / Akta Jual Beli / Surat

Penunjukan Kavling/Surat Keterangan lainnya berupa

................................................................

Demikian surat keberatan ini saya buat, agar dapat

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM BUPATI PEMALANG,
SETDA KABUPATEN PEMALANG ttd
cap

MUKT! AGUNG WIBOWO




